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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk 

membiayai segala pembangunan dan peningkatan sarana umum dalam rangka 

memakmurkan rakyat.  

Tabel 1.1 menunjukkan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara tahun 2015-

2017. Untuk tahun 2015, realisasi penerimaan pajak diketahui sebesar 1.240,4 

triliun rupiah atau 82,45% dari total pendapatan negara dan hibah sebesar 1.504,5 

triliun rupiah. Peningkatan ini terus terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.283,6 

triliun rupiah atau 82,72% dari total pendapatan negara dan hibah sebesar 1.551,8 

triliun rupiah. Jumlah realisasi atas penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 

1.339,8 triliun rupiah atau 80,92% dari total pendapatan negara dan hibah sebesar 

1.655,8 triliun rupiah. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan terutama selama 3 tahun 

terakhir. 
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Tabel 1. 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2015-2017 

(Dalam Triliun Rupiah) 

Uraian 2015 2016 2017 

Pendapatan Negara dan Hibah 

Penerimaan dalam Negeri 

Penerimaan Perpajakan 

a. Pajak Dalam Negeri 

Pajak Penghasilan 

- Migas 

- Non-Migas 

Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Bumi dan Bangunan 

BPHTB 

Cukai 

Pajak Lainnya 

b. Pajak perdagangan Internasional 

Bea Masuk 

Bea Keluar 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Hibah 

1.504,5 

1.494,1 

1.240,4 

1.205,5 

602,3 

49,7 

552,6 

423.7 

29,3 

0 

144,6 

5,6 

34,9 

31,2 

3,7 

253,7 

10,4 

1.551,8 

1.546,0 

1.283,6 

1.248,4 
666,2 

35,9 

630,9 

410,5 

19,4 

0 

143,5 

8,2 

35,2 

32,2 

3,0 

262,4 

5,8 

1.655,8 

1.648,1 

1.339,8 

1.300,9 

645,6 

50,3 

595,3 

478,4 

16,8 

0 

153,3 

6,7 

38,9 

34,7 

4,2 

308,4 

7,6 

(Sumber : www.kemenkeu.go.id) 

Selain penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan 

salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan 

perpajakan, seperti penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (SDA) baik 

minyak dan gas bumi (migas) maupun non-migas seperti hasil tambang mineral 

dan batubara, bagian laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk 

dividen, serta pendapatan yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU). 

Penerimaan pajak yang meningkat tidak disertai dengan peningkatan rasio 

penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau disebut dengan 

tax ratio. Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 
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ekonomi (www.bps.go.id). Tax ratio sendiri merupakan formula untuk mengukur 

kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan perpajakan dan 

Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu, umumnya setahun. 

Dalam arti luas, tax ratio mencakup penerimaan perpajakan beserta penerimaan 

Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral dan Batubara (Minerba), sedangkan 

dalam arti sempit, tax ratio hanya mengukur penerimaan perpajakan, baik pajak 

pusat maupun bea dan cukai. Di Indonesia, ukuran yang fair digunakan adalah tax 

ratio dalam arti sempit (www.pajak.go.id). 

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tax ratio 

Indonesia untuk tahun 2016-2017: 

Tabel 1. 2 

Perbandingan Target dan Realisasi Tax Ratio Indonesia Tahun 2016-2017 

Uraian 2016 2017 

Penerimaan Pajak (Triliun Rp) 1.283,6 1.339,8 

Produk Domestik Bruto (Triliun Rp) 12.521,5 13.476,5 

Target Tax Ratio 12,17% 10,9% 

Realisasi Tax Ratio 10,25% 9,95% 

(Sumber: diolah dari Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, 2016-2017) 

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa pada tahun 2016 pemerintah 

menargetkan tax ratio sebesar 12,17%, tetapi realisasi tax ratio yang terjadi hanya 

sebesar 10,25%. Untuk tahun 2017, tax ratio ditargetkan sebesar 10,9% dengan 

realisasi tax ratio yang terjadi sebesar 9,95%. Penurunan realisasi tax ratio 

disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah 

dibandingkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) selama 2 tahun 

terakhir. 
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Selain tax ratio, diketahui juga bahwa tax gap dapat menjadi salah satu 

indikator untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara. Tax gap 

merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (taxes owed) 

dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (taxes paid). Tax gap menunjukkan 

potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu 

negara (www.bppk.kemenkeu.go.id). Berikut merupakan perbandingan antara 

target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2017 (dalam Triliun Rupiah): 

Tabel 1. 3 

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2017 

(Dalam Triliun Rupiah) 

Uraian 2015 2016 2017 

Target Penerimaan Pajak 1.489,3 1.539,2 1.472,8 

Realisasi Penerimaan Pajak 1.240,4 1.283,6 1.339,8 

% Realisasi Penerimaan Pajak 83,29% 83,39% 91% 

% Tax Gap 16,71% 16,61% 9% 

(Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, 2015-2017) 

Berdasarkan Tabel 1.3, pada tahun 2015 tercatat realisasi penerimaan 

pajak mencapai 1.240,4 triliun rupiah atau  83,29% dari target penerimaan pajak 

menurut APBN-P 2015 sebesar 1.489,3 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak 

pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.283,6 triliun rupiah atau 83,39% dari target 

penerimaan pajak menurut APBN-P 2016 sebesar 1.539,2 triliun rupiah. Untuk 

tahun 2017 tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak sebesar 1.339,8 triliun 

rupiah atau 91% dari target penerimaan pajak menurut APBN-P 2017 sebesar 

1.472,8 triliun rupiah. Berdasarkan data yang telah disajikan, meskipun persentase 

tax gap mengalami penurunan terutama selama 3 tahun terakhir, tetapi realisasi 
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penerimaan pajak yang belum mencapai target yang seharusnya dapat diterima 

oleh negara menunjukkan bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak masih 

harus dilakukan. 

Realisasi tax ratio yang belum mencapai target dan masih adanya tax gap 

mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan penerimaan 

pajak. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak 

dapat dilakukan dengan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. 

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 

tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, 

ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan 

jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang 

dilakukan adalah melakukan pemeriksaan untuk pemberian Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, perluasan objek pajak juga 

dilakukan dengan menetapkan peraturan resmi, seperti Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain yang seharusnya 

dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf C Angka 2 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. 

Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian 

penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau 

terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil 

pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Untuk kegiatan intensifikasi pajak, 
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dilakukan pemeriksaan untuk menentukan kewajiban melakukan pembayaran 

Pajak Penghasilan (PPh) dan atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) dan atau Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam 

hal perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini, salah satu bentuk 

pelaksanaan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpajakan adalah dengan 

melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi yaitu penerapan sistem elektronik (e-system). 

Penerapan sistem elektronik terkait perpajakan dimulai sejak tahun 2004 

dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

88/PJ/2004 pada tanggal 14 Mei 2004 mengenai penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara elektronik atau e-SPT. Aplikasi e-SPT atau disebut 

dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan 

dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah penyampaian SPT 

dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media 

CD/disket, sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan 

dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena 

menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data 

yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena penomoran formulir dengan 

sistem komputer, dan menghindari pemborosan penggunaan kertas 

(www.kemenkeu.go.id). Wajib pajak yang sudah menggunakan aplikasi e-SPT 
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hanya perlu mencetak induk SPT saja dan dapat langsung melaporkannya ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan membawa file CSV yang berasal dari e-

SPT. Nantinya dokumen tersebut akan diproses oleh petugas KPP dan masuk 

dalam database Direktorat Jenderal Pajak (www.online-pajak.com). 

 Selain e-SPT, produk Electronic Filling System (e-Filing) diluncurkan pada 

tanggal 12 Januari 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan KEP-05/PJ/2005 

oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi tentang Tata Cara Penyampaian SPT 

secara elektronik atau E-Filing melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP). Setelah itu, dikeluarkan Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara Elektronik (e-Filing) dengan Application 

Service Provider yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

melengkapi peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini, Wajib Pajak dapat 

menyampaikan SPT secara online melalui salah satu ASP yang telah ditunjuk 

Direktur Jenderal Pajak yaitu www.online-pajak.com, www.eform.bri.co.id, 

www.pajakku.com, dan www.spt.co.id. 

Direktur Jenderal Pajak kemudian kembali mengeluarkan peraturan Nomor 

PER-39/PJ/2011 pada tanggal 23 Desember 2011 mengenai penyampaian SPT 

Tahunan secara elektronik melalui e-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS yang mulai dapat diakses sejak 

tanggal 1 Februari 2012 (www.bppk.kemenkeu.go.id). Dengan e-Filing, Wajib 

Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi drop box maupun 

Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan 
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SPT yang digulirkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuat Wajib Pajak 

semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

(www.kemenkeu.go.id). 

Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 tahun 2015 

tentang Kewajiban Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui E-Filing yang ditetapkan pada 

tanggal 31 Desember 2015, dimana pemerintah mewajibkan seluruh Aparatur 

Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian 

Republik Indonesia (Polri) untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

(PPh) Orang Pribadi melalui e-Filing. Hal ini diharapkan dapat diikuti oleh 

karyawan BUMN/BUMD dan seluruh tenaga kerja di seluruh sektor baik profit 

maupun non-profit. Penyampaian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing oleh 

ASN/TNI/Polri harus disampaikan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu 

(www.kemenkeu.go.id). 

e-Filing merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 

internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online 

(https://djponline.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan SPT Elektronik 

(www.kemenkeu.go.id). Keuntungan yang akan diperoleh Wajib Pajak ketika 

menggunakan fasilitas e-Filing, antara lain (www.pajak.go.id): 

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24x7); 
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2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT; 

3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer; 

4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard; 

5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT; 

6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan 

7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, 

SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang 

bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi 

Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) melalui Account Representative (AR). 

Bagi Wajib Pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) 

dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online. Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S 

disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi e-Filing. Sedangkan untuk 

penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, 

e-Filing di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online menyediakan fasilitas 

penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT 

maupun e-FORM. SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat 

disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

(www.pajak.go.id). 

Dengan e-Filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT Tahunan dapat 

dilakukan dengan mudah dan efisien, karena telah tersedia formulir elektronik di 
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layanan pajak online yang akan memandu para pengguna layanan yaitu Wajib 

Pajak. Selain itu, layanan pajak online juga dapat diakses kapan dan dimana pun, 

sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dengan e-

Filing, tidak perlu lagi dokumen fisik berupa kertas, karena semua dokumen akan 

dikirim dalam bentuk dokumen elektronik (www.kemenkeu.go.id). Jika Wajib 

Pajak ingin menggunakan e-Filing sebagai sarana untuk penyampaian SPT 

Tahunan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN (Electronic 

Filing Identification Number) yang merupakan nomor identitas untuk pembayar 

pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan 

transaksi elektronik terkait perpajakan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, 

permohonan aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri dan tidak dapat dikuasakan 

kepada pihak lain. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, aktivasi EFIN dapat 

dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk mewakili badan untuk melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya (www.kemenkeu.go.id). 

Hingga tahun 2018, diketahui masih terdapat Wajib Pajak yang belum 

melaporkan SPT, yang terlihat dari selisih antara jumlah Wajib Pajak yang wajib 

melaporkan SPT dengan realisasi SPT yang terjadi. Selain itu, terdapat Wajib 

Pajak yang menyampaikan SPT secara manual, yang dilihat dari selisih antara 

realisasi SPT dengan realisasi e-Filing yang ditunjukkan pada Tabel 1.4. 

Tabel 1. 4 

Realisasi Penggunaan e-Filing Tahun 2017-2018 

Uraian 2017 2018 

Jumlah Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT 16.599.632 17.653.963 

Realisasi SPT 10.936.111 10.589.648 

Realisasi e-Filing 8.711.645 8.485.485 

(Sumber: Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, 2017-2018) 
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Berdasarkan Tabel 1.4, pada tahun 2017, Wajib Pajak yang wajib 

melaporkan SPT Tahunan berjumlah 16.599.632 Wajib Pajak. Realisasi SPT 

Tahunan yang terjadi sebesar 10.936.111 SPT, dimana 8.711.645 SPT 

disampaikan melalui e-Filing dan sisanya sebanyak 2.224.466 SPT disampaikan 

secara manual. Untuk tahun 2018, Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT 

Tahunan berjumlah 17.653.963 Wajib Pajak. Realisasi SPT yang terjadi sebanyak 

10.589.648 SPT, dimana 8.485.485 SPT disampaikan melalui e-Filing dan sisanya 

sebanyak 2.104.163 SPT disampaikan secara manual. Dari data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa masih ada sebanyak 5.663.521 Wajib Pajak pada tahun 2017 

dan 7.064.315 Wajib Pajak pada tahun 2018 yang belum melaporkan SPT 

Tahunan. 

Penggunaan e-Filing secara berkelanjutan merupakan hal yang penting 

karena Wajib Pajak telah dihimbau untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-

Filing, dimana layanan e-Filing merupakan bentuk modernisasi administrasi 

perpajakan yang memudahkan dan membantu Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Adanya layanan e-Filing yang jauh lebih mudah dan 

praktis akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakannya sebagai sarana 

untuk menyampaikan SPT, sehingga jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT 

Tahunannya akan meningkat dan peningkatan penggunaan e-Filing oleh Wajib 

Pajak juga akan terjadi. Peningkatan ini akan menyebabkan kenaikan realisasi 

penerimaan pajak serta meningkatkan realisasi tax ratio. 
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Tabel 1. 5 

Target dan Realisasi Penggunaan E-Filing Orang Pribadi Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat Tahun 2017-2018 

Uraian 2017 2018 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar 

dan wajib melaporkan SPT Tahunan 

158.437 142.709 

Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi yang telah 

dilaporkan 

86.881 83.408 

Target E-Filing untuk Orang Pribadi 37.376 49.018 

Realisasi E-Filing untuk Orang Pribadi 38.744 53.816 

Persentase Capaian E-Filing untuk Orang 

Pribadi 

103,66% 109,79% 

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Tangerang Barat 

 

Berdasarkan Tabel 1.5, pada tahun 2017 Wajib Pajak Orang Pribadi 

terdaftar dan wajib melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Tangerang Barat 

berjumlah 158.437 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah 

menyampaikan SPT Tahunan berjumlah 86.881 Wajib Pajak dan realisasi e-Filing 

untuk Orang Pribadi berjumlah 38.744 Wajib Pajak. Untuk tahun 2018, Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama 

Tangerang Barat berjumlah 142.709 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunannya berjumlah 83.408 Wajib 

Pajak dan realisasi e-Filing untuk Orang Pribadi berjumlah 53.816 Wajib Pajak. 

Target e-Filing untuk Orang Pribadi pada tahun 2017 sebesar 37.376 SPT dengan 

realisasi e-Filing sebesar 38.744 SPT dan persentase pencapaian e-Filing sebesar 

103,66%. Untuk tahun 2018, diketahui target e-Filing untuk Orang Pribadi 

sebesar 49.018 SPT dengan realisasi e-Filing sebesar 53.816 SPT dan persentase 

pencapaian e-Filing sebesar 109,79%. Dari data tersebut, meskipun realisasi e-

Filing untuk Orang Pribadi mengalami peningkatan dan melebihi target pada 
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tahun 2017-2018, namun penggunaan e-Filing secara berkelanjutan masih harus 

diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena masih ada sebanyak 48.137 

Wajib Pajak Orang Pribadi atau sebesar 55,41% pada tahun 2017 dan sebanyak 

29.592 Wajib Pajak Orang Pribadi atau sebesar 35,48% pada tahun 2018 yang 

belum melaporkan SPT Tahunannya. Maka dari itu, dengan adanya layanan e-

Filing, diharapkan dapat memudahkan dan mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi 

untuk menyampaikan SPT Tahunannya. 

Penggunaan e-Filing secara berkelanjutan akan menguntungkan Wajib 

Pajak karena memberikan kemudahan dan membantu Wajib Pajak untuk 

melaporkan SPT secara online sehingga tidak perlu lagi datang dan mengantri ke 

Kantor Pelayanan Pajak. Dari sisi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, penggunaan 

e-Filing secara berkelanjutan oleh Wajib Pajak akan memudahkan proses 

pengolahan data daripada harus memasukkan data SPT kembali ke dalam server 

apabila Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT secara manual, mengingat jumlah 

Wajib Pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Penggunaan e-Filing secara 

berkelanjutan oleh Wajib Pajak juga akan menguntungkan Pemerintah 

dikarenakan pelaporan SPT yang dilakukan setiap tahunnya menunjukkan bahwa 

Wajib Pajak telah patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai 

Warga Negara Indonesia dan diharapkan akan berbanding lurus dengan 

peningkatan penerimaan pajak yang berdampak pada pendapatan negara yang ikut 

meningkat.  

Wahyuni (2015) menjelaskan bahwa intensitas merupakan kelanjutan dari 

minat (intention) dimana minat adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Jadi, 
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intensitas adalah perilaku individu untuk melakukan hal secara terus menerus. 

Dharma dan Noviari (2016) menyatakan bahwa intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing merupakan bentuk keinginan Wajib Pajak untuk 

menggunakan e-Filing dan menggunakannya kembali di masa yang akan datang. 

Wowor, dkk (2014) juga menjelaskan bahwa perilaku penerimaan Wajib Pajak 

terhadap sistem e-Filing dapat berbentuk keinginan untuk menggunakannya di 

masa depan atau bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan e-Filing berkeinginan 

untuk terus melanjutkan penggunaannya saat ini dan dimasa yang akan datang. 

Intensitas perilaku dalam penelitian e-Filing merupakan ukuran kekuatan untuk 

menunjukkan seberapa sering Wajib Pajak melaporkan pajaknya melalui e-Filing 

(Mujiyati dkk, 2015). Intensitas perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan e-Filing 

dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu menggunakan e-Filing saat ini 

dan berkehendak melanjutkan penggunaannya di masa depan. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing oleh 

Wajib pajak Orang Pribadi yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, 

keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan, dan kesiapan teknologi informasi Wajib 

Pajak. 

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing adalah persepsi kegunaan. Menurut Wiyono (2008) dalam 

Dharma & Noviari (2016), persepsi kegunaan adalah ukuran dimana seseorang 

percaya bahwa suatu teknologi akan bermanfaat bagi individu yang 

menggunakannya. Persepsi kegunaan dapat diukur dengan indikator yaitu 

meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efektivitas pelaporan pajak serta 
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menyederhanakan proses pelaporan pajak. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa 

penggunaan e-Filing dapat meningkatkan produktivitas, menyederhanakan proses 

pelaporan SPT dan meningkatkan efektivitas, maka Wajib Pajak akan cenderung 

menggunakan e-Filing saat ini dan berkehendak untuk melanjutkan penggunaan e-

Filing di masa depan. Oleh karena itu, jika Wajib Pajak mempersepsikan bahwa 

e-Filing memiliki kegunaan, hal tersebut akan menyebabkan intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing meningkat. Penelitian Dharma dan Noviari (2016) 

menyatakan terdapat pengaruh positif dari persepsi kegunaan (perceived 

usefulness) pada intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Namun, hasil 

penelitian Wahyuni (2015) menyatakan bahwa persepsi kegunaan tidak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Faktor persepsi kemudahan dapat mempengaruhi intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. Menurut Davis (1989) dalam Dharma & Noviari (2016), 

persepsi kemudahan adalah ukuran seberapa individu meyakini bahwa sistem 

teknologi dapat dengan mudah dipelajari dan digunakan. Persepsi kemudahan 

dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu mudah mempelajari dan 

menggunakan e-Filing. Kemudahan akan dirasakan ketika Wajib Pajak mampu 

mempelajari, menggunakan, serta memahami dan beradaptasi dengan sistem e-

Filing sehingga Wajib Pajak menggunakan e-Filing saat ini dan berkehendak 

untuk melanjutkan penggunaan di masa depan. Oleh karena itu, semakin tinggi 

kemudahan yang dirasakan Wajib Pajak dalam mempelajari dan menggunakan e-

Filing, maka peningkatan intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing akan 

terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma & Noviari (2016) 
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menyatakan terdapat pengaruh positif dari persepsi kemudahan (perceived ease of 

use) pada intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Namun, penelitian Bella 

(2018) menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Faktor lain yang mempengaruhi intensitas perilaku dalam penggunaan e-

Filing selain persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan adalah keamanan dan 

kerahasiaan. Rahayu (2016) menjelaskan keamanan berarti bahwa penggunaan 

sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan 

resiko pencurian rendah. Kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan dengan 

informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang 

mengetahuinya. Kirana (2010) dalam Wibisono & Toly (2014) menjelaskan 

bahwa aspek keamanan terkait sistem e-Filing dapat dilihat dari tersedianya 

username dan password bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk 

melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. Digital 

Certificate juga digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) 

dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem 

tertentu. Keamanan dan kerahasiaan dapat diukur dengan menggunakan indikator 

yaitu e-Filing memberikan tingkat keamanan dan jaminan kerahasiaan yang 

tinggi. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa pemanfaatan layanan e-Filing mampu 

memberikan tingkat keamanan dan jaminan kerahasiaan yang tinggi, serta percaya 

bahwa e-Filing dapat menjamin kerahasiaan maka Wajib Pajak menggunakan e-

Filing saat ini dan berkehendak untuk melanjutkan penggunaannya di masa depan. 

Maka dari itu, semakin tinggi tingkat keamanan dan kerahasiaan data Wajib 
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Pajak, maka intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing akan meningkat. Hasil 

penelitian Dharma dan Noviari (2016) menyatakan terdapat pengaruh positif dari 

keamanan dan kerahasiaan pada intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Namun, penelitian Bella (2018) menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan 

tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Faktor kesukarelaan dapat mempengaruhi intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. Menurut Sugihanti (2011) dalam Wardani dan Ambarwati 

(2017), tingkat kesukarelaaan (voluntaries) didefinisikan sebagai persepsi bahwa 

keputusan untuk mengadopsi teknologi bukanlah suatu paksaan. Kesukarelaan 

dapat diukur dengan indikator yaitu sukarela menggunakan e-Filing dan 

membutuhkan e-Filing untuk melaporkan pajak. Ketika Wajib Pajak ingin 

menggunakan e-Filing secara sukarela dan membutuhkan e-Filing untuk 

melaporkan pajak, maka Wajib Pajak menggunakan e-Filing saat ini dan 

berkehendak untuk melanjutkan penggunaannya di masa depan. Maka dari itu, 

semakin tinggi tingkat kesukarelaan Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing, 

maka intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing akan meningkat. Penelitian 

Mujiyati, dkk (2015) menunjukkan bahwa persepsi kesukarelaan berpengaruh 

positif terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. Namun, hasil 

penelitian Wardani dan Ambarwati (2017) menyatakan kesukarelaan tidak 

berpengaruh terhadap niat Wajib Pajak untuk menggunakan e-Filing. 

Faktor kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak dapat mempengaruhi 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Desmayanti (2012) dalam Dharma 

dan Noviari (2016) menjelaskan bahwa kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak 

Pengaruh persepsi kegunaan..., Vanessa Livia, FB UMN, 2019



18 

 

adalah kondisi dari Wajib Pajak terkait dengan perkembangan teknologi dalam 

penyampaian SPT melalui e-Filing. Kesiapan teknologi pada dasarnya 

dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap 

menerima teknologi khususnya dalam hal ini e-Filing (Desmayanti, 2012 dalam 

Wibisono dan Toly, 2014). Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak dapat 

diukur dengan indikator yaitu koneksi internet baik, sarana dan fasilitas software 

dan hardware tersedia, dan SDM yang paham teknologi. Ketika Wajib Pajak 

berada dalam kondisi dimana terdapat koneksi internet yang baik, tersedianya 

fasilitas berupa software dan hardware serta pengetahuan yang memadai tentang 

teknologi terkait e-Filing, maka Wajib Pajak menggunakan e-Filing saat ini dan 

berkehendak untuk melanjutkan penggunaannya di masa depan. Oleh karena itu, 

semakin tinggi tingkat kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak, maka akan 

menyebabkan intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing meningkat. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Noviari (2016) yang 

menyatakan terdapat pengaruh positif dari kesiapan teknologi informasi Wajib 

Pajak pada intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Namun, penelitian 

Bella (2018) menyatakan bahwa kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak tidak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dharma & Noviari (2016) dengan perbedaan sebagai berikut: 

1. Penelitian terdiri dari lima variabel independen. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan serta 
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kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak. Penelitian sebelumnya 

menggunakan empat variabel independen yaitu persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, keamanan dan kerahasiaan serta kesiapan teknologi informasi 

Wajib Pajak. Penambahan variabel independen berupa kesukarelaan mengacu 

pada penelitian Mujiyati, dkk (2015). 

2. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Tangerang, sedangkan objek 

penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 

Denpasar Timur. 

3. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan penelitian 

sebelumnya dilakukan pada tahun 2016. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka judul 

dari penelitian ini adalah “Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi 

Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, Kesukarelaan, dan Kesiapan 

Teknologi Informasi Wajib Pajak terhadap Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah 

Tangerang”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:  

1. Penelitian ini akan membahas pengaruh yang terjadi antara persepsi kegunaan, 

persepsi kegunaan, keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan serta kesiapan 
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teknologi informasi Wajib Pajak terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak wilayah Tangerang dan menggunakan e-Filing untuk 

melaporkan kewajiban perpajakannya.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijabarkan, rumusan 

masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing? 

2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing? 

3. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-Filing? 

4. Apakah kesukarelaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing? 

5. Apakah kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Pengaruh positif persepsi kegunaan terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. 
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2. Pengaruh positif persepsi kemudahan terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. 

3. Pengaruh positif keamanan dan kerahasiaan terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. 

4. Pengaruh positif kesukarelaan terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan 

e-Filing. 

5. Pengaruh positif kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak terhadap intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk: 

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, saran dan bahan 

evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dalam penggunaan e-Filing.. 

2. Application Service Provider (ASP) 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan 

terkait pengembangan aplikasi e-Filing untuk kedepannya. 

3. Wajib Pajak 

Diharapkan hasil penelitian ini digunakan untuk tambahan informasi dan 

mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT melalui e-Filing. 

4. Peneliti 

Penelitian ini bertujuan agar peneliti mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Pengaruh persepsi kegunaan..., Vanessa Livia, FB UMN, 2019



22 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, terdapat latar belakang penelitian, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

metode dan sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH LITERATUR 

Pada bab ini, terdapat tinjauan pustaka yang mendasari penelitian 

yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan 

kerahasiaan, kesukarelaan dan kesiapan teknologi informasi Wajib 

Pajak. Selain itu, bab telaah literatur juga memuat kerangka 

pemikiran dan rumusan hipotesis yang digunakan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, akan dijelaskan gambaran umum objek penelitian, 

menjabarkan variabel penelitian, teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta teknis analisis 

yang digunakan untuk pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, akan dijelaskan tentang pemaparan hasil dari 

penelitian dan bagaimana analisa terhadap data yang ada dan juga 

mengenai pengolahan data. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, terdapat simpulan, keterbatasan, saran, dan hasil 

implikasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.
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